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BAB II 
ANALISIS TEORETIK MANAJEMEN PESERTA DIDIK 
 
A. Manajemen 
1. Pengertian Manajemen 
Sekolah merupakan sebuah sistem yang memiliki tujuan. Dalam sebuah 
sistem untuk mencapai tujuan maka ada bagian-bagian yang saling berkaitan. 
Bagian-bagian tersebut sering kali menimbulkan masalah apabila tidak disinergikan 
dalam sebuah pola perencanaan yang matang. Untuk itulah, dibutuhkan sebuah 
manajemen dalam sebuah organisasi pendidikan. 
Manajemen pendidikan bisa dilihat sebagai sebuah sistem. Dengan 
demikian, kita dapat melihat bagian-bagian sistem itu serta interaksinya satu sama 
lain. Bagian-bagian itu sering juga disebut dengan komponen. Dengan melihat 
komponen-komponen yang saling berhubungan maka dapat diketahui kekurangan-
kekurangannya. Selanjutnya, ditetapkan sebuah langkah untukmemperbaiki 
komponen tersebut dan mengembangkannya (Sulhan, 2012: 1). 
Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, management, yang 
dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau meneglola. Kata 
manage itu sendiri berasal dari bahsa Italia, maneggio, yang diadopsi dari bahasa 
Latin managiare, yang berasal dari kata manus, yang artinya tangan.  Konsep 
manajemen tidaklah mudah untuk didefinisikan. Sampai sekarang belum 
ditemukan definisi manajemen yang benar-benar dapat diterima secara universal. 
  
Ada yang menyebut manajemen sebagai ilmu dan ada pula yang 
berpendapat manajemen sebagai seni. Manajemen sebagai ilmu adalah suatu 
kumpulan pengetahuan yang logis dan sistematis. Manajemen sebagai seni adalah 
suatu kreatvitas pribadi yang disertai suatu keterampilan (Samsudin, 2010: 19). 
Pengelolaan atau manajemen adalah kemampuan dan keterampilan khusus 
utnuk melakukan suatu kegiatan baik, bersama orang lain atau melalui orang lain 
dalam mencapai tujuan organisasi ( Sudjana, 2010: 17). 
Manajemen adalah suatu ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 
sumber daya manusia secara efektif,yang didukung oleh sumber-sumber lainnya  
dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu (Hikmat, 2011: 11). 
Disadari atau tidak, hakekat segala sesuatu yang tergelar di dunia ini perlu 
diatur. Pengaturan dimaksud untuk mengarah kepada usaha kelancaran, 
keteraturan, kedinamisan dan ketertiban suatu usaha. Dapat dibayangkan, apabila 
peraturan tidak ada, bahkan dunia ini pun telah hancur sejak dahulu kala. Masa 
sekarang penuh dengan kekomplekan problema. Oleh sebab itu mutlak diperlukan 
pengadministrasian. Sebenarnya administrasi telah ada sejak timbulnya peradaban 
manusia. Hal ini terbukti pada jaman Mesopotamia, uang logam telah menjadi alat 
tukar-menukar yang dapat memperlancar jalannya perdagangan. Dari fase 
perkembangan administrasi muncullah tokoh-tokoh di bidang administrasi dan 
manajemen. Federick W. Taylor telah memelopori timbulnya “Gerakan Manajemen 
Ilmiah” di Amerika Serikat. Disusul Henry Fayol yang membahas manajemen 
perusahaan dengan “General and Indutrial Management” yang pada akhirnya, 
Taylor dianggap sebagai Bapak Manajemen Ilmiah, sedangkan Henry Fayol 
  
sebagai Bapak Administrasi Modern (Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, 
2012). 
2. Fungsi Manajemen 
Fungsi manajemen menurut Moris yang dikutip oleh Sudjana (2010: 47) 
adalah rangkaian berbagai kegitan wajar yang telah ditetapkan dan memiliki 
hubungan saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya, dan 
dilaksanakan oleh orang-orang, lembaga ataubagian-bagiannya, yang diberi tugas 
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. 
Aplikasi fungsi manajemen pendidikan yang jelas dalam suatu lembaga, 
termasuk dalam bidang pendidikan sangat menentukan keberhasilan tujuan yang 
telah ditetapkan. Dalam buah pikiran Froebel yang dikutip Sri Harini (2003: 105), 
seperti konsep belajar melalui bermain dan berdasarkan minat anak atau dengan 
kata lain anak sebagai pusat, harus menjadi landasan penerapan fungsi manajemen 
pendidikan Taman Kanak-Kanak (Yahya, 2013: 9). 
Kehadiran manajemen dalam sebuah organisasi bertujuan untuk 
melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercpai secara efektif dan efisien. Secara 
tegas tidak ada rumusan yang sama dan berlaku umum untuk fungsi manajemen. 
Namun fungsi pengelolaan pendidikan secara komprehensif digambarkan sebagai 
berikut (Jahari, 2013: 23): 
Tabel 1. 2 
Fungsi Manajemen menurut Jahari 
 
G.R. Terry 
Planning 
Organizing 
Actuating 
John F. Mee 
Planning 
Organizing 
Motivating 
Louis A. Allen 
Leading 
Planning 
Organizing 
MC Namara 
Planning 
Programming 
Budgeting 
  
Controlling Controlling Controlling System 
Henry Fayol 
Planning 
Organzing 
Commanding 
Coordinating 
Controlling 
Harord 
Koontz 
Planning 
Organizing 
Staffing 
Directing 
Controlling 
Sondang 
P.Siagian 
Planning 
Organizing 
Motivating 
Controlling 
Evaluating  
Oey Liang Lee 
Perencanaan 
Pengorganisasian 
Pengarahan 
Pengkoordinasian 
Pengontrolan 
Newman 
Planning 
Organizing 
Assembing 
Resources 
Directing 
Controlling 
Luther 
Gullick 
Planning 
Organizing 
Staffing 
Directing 
Coordinating 
Reporting 
Budgeting  
Lyndall F 
Forecasting 
Planning 
Organizing 
Commanding 
Coordinating 
Controlling 
 
John D 
Directing 
Facilitsting 
 
Adapun fungsi manajemen secara rinci adalah sebagai berikut: 
1. Perencanaan (Planning) 
Perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan 
tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktuyang akan datang. Disebut 
sistematis karena perencanaan itu dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-
prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut mencakup proses pengambilan keputusan, 
penggunaan pengetahuan dan teknik secara ilmiah (Sudjana, 2010: 55). 
William H. Newman dalam bukunya AdministrativeAction Techniques of 
Organization and Management mengemukakan bahwa “Perencanaan adalah 
menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan mengandung rangkaian-
  
rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjeasan dari tujuan, penentuan 
kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode dan prosedurtertentu dan 
penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari” (Majid, 2011: 15). 
Menurut Nanang Fattah (1996:50-56) yang dikutip oleh Jahari (2013:26) 
pada proses perencanaan, ada beberapa model perencanaan    pendidikan, metode-
metode perencanaan dan jenis perencanaan, ketiga poin tersebut akan diuraikan 
sebagai berikut:  
1) Model Perencanaan Komprehensif   
Model ini terutama digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam 
sistem pendidikan secara keseluruhan.  
2) Model Target Setting 
Model ini diperlukan sebagai upaya melaksanakan proyeksi ataupun 
memperkirakan perkembangan dalam kurun waktu tertentu. 
3) Model Costing (Pembiayaan) dan Keefektifan Biaya 
Model ini sering digunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam kriteria 
efisien dan efektivitas ekonomis. 
4) Model PPBS 
PPBS (Planning,Programming,Budging,System), dalam bahasaIndonesia 
adalah sistem perencanaan, penyusunan, program, dan penganggaran (SP4). 
Model ini bermakna bahwa perencanaan, penyusunan program dan 
penganggaran dipandang sebagai suatu sistem yang tidak terpisahkan satu 
sama lainnya.  
 
  
 
2. Organizing (Pengorganisasian) 
Longencher (1972) secara umum mendefinisikan pengorganisasian sebagai 
aktivitas menetapkan hubungan antara manusia dan kegiatan yang dilakukan untuk 
mencapai tujuan. Pengertian ini menjelaskan bahwa kegiatan pengorganisasian 
berkaitan dengan upaya melibatkan orang-orang ke dalam kelompok, dan upaya 
melakukan pembagian kerja diantara anggota kelompok itu untuk melaksanakan 
kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya (Sudjana, 2010: 101). 
Pada dasarnya, fungsi pengorganisasian berorientasi pada optimalisasi 
fungsi dari sub sistem sehingga berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan yang 
telah ditentukan. Hasibuan (2006: 40) pengorganisasian adalah suatu proses 
penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macamaktivitas yang 
diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap 
organisasi ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menempatkan wewenang 
yang seara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan 
aktivitas-aktivitas tersebut (Jahari, 2013: 27). 
Pengorganisasian umumnya dilakukan dengan memilah-milah dan merinci 
kegiatan ke dalam tugas-tugas pekerjaan yang sederhana dan rutin, dilakukan 
berulang kali. Tugas pekerjaan ini dibagi menjadi kelompok-kelompok pekerjaan 
yang berbeda antara satu dengan yang lainnya dan kemudian dirangkai menjadi satu 
susunan yang terpadu. Setiap kelompok pekerjaan dipimpin oleh seseorang yang 
mempunyai tanggung jawab langsung kepada pimpinan atau pengelola yang 
  
bertanggung jawab langsung kepada pengelola (manajer) di tingkat yang lebih 
tinggi. Pimpinan hanya meminta pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi 
tugas memimpin pekerjaan itu. Setiap orang yang terlibat dalam organisasi 
mempunyai hubungan dengan seorang pimpinan atau atasan langsung. Tugas 
pekerjaan yang diberikan kepada seseorang didasarkan atas persyaratan yang 
ditetapkan untuk melaksanakan tugas pekekrjaan. Dapat disimpulkan bahwa hasil 
pengorganisasian adalah terwujudnya organisasi yang dapat melaksanakan tugas 
pekerjaan sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana untuk 
mencapai tujuan yang telah ditentukan (Sudjana, 2010: 112). 
3. Pelaksanaan (Actuating) 
Ada beberapa istilah sama dalam pengertian actuating menurut Ramayulis 
yang dikutip oleh Jaja Jahari (2013: 28). Istilah tersebut adalah motivating (usaha 
memberikan motivasi kepada seseorang untuk melaksanakan pekerjaan), directing 
(menunjukkan orang lain supaya mau melaksanakan pekerjaan), staffing 
(menempatkan seseorang pada suatu pekerjaan dan bertanggung jawab pada 
tugasnya), dan leading (memberikan bimbingan dan arahan kepada seseorang 
sehingga mau melakukan pekerjaan tertentu). 
4. Pengawasan (Controlling) 
Menurut Ramayulis (2008: 274) dalam pendidikan Islam, “pengawasan 
didefinisikan sebagai proses pemantauan yang terus menerus untuk menjamin 
terlaksananya perencanaan secara konsekwen baik yang bersifat materil maupun 
spiritual”. Nanang Fattah (2004: 106-107) menambahkan bahwa ada beberapa 
kondisi yang ahrus diperhatikan supaya pengawasan dapat berfungsi efektif antara 
  
lain: a) Pengawasan harus dikaitkan dengan tujuan dan kriteria yang dipergunakan 
dalam sistem pendidikan yaitu: relevansi, efektivitas, efisiensi dan produktivitas; b) 
Pengawasan harus disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi; c) 
Pengawasan hendaknya mengacu pada tindakan perbaikan.  
Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan di lapangan sesuai dengan 
program dan mekanisme yang sudah diatur. Namun gaya kepemimpinan seorang 
leader dalam mengontrol akan mempengaruhi kualitas controlling tersebut. 
Sebagaimana pendapat Nanang Fattah di atas, bahwa fungsi controlling yang 
dilakukan seorang leader harus berorientasi pada tujuan organisasi yang telah 
ditetapkan (Jahari, 2013: 29). 
Penilaian bukan kegiatan untuk mencari kesalahan, mentes, mengukur, dan 
memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan program. Penilaian dapat didefinisikan 
sebagai kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan 
menyajikan data atau informasi yang diperlukan sebagai masukan untuk 
pengambilan keputusan (Sudjana, 2010: 242-246). 
3. Prinsip-prinsip Manajemen  
Dalam manajemen  terdapat prinsip-prinsip yang merupakan pedoman 
umum atau pegangan utama pelaksanaan aktivitas manajerial, yang menentukan 
kesuksesan pengelolaan organisasi. Roda organisasi atau perusahaan dipacu dengan 
melaksanakan berbagai kegiatan yang berprinsip pada prinsip-prinsip yang umum 
dalam manajemen (Saefullah, 2012: 10). 
Prinsip-prinsip umum manajemen (General principle of management) 
misalnya dikemukakan oleh Malayu S. . Hasibuan (1990: 10) dengan mengutip 
  
pandangan Henry Fayol, yaitu Division of work (asas pembagian kerja), 
Authorityand responsibility (asas wewenang dan tanggung jawab), Discipline (asas 
disiplin), Unity of command (asas kesatuan perintah), Unity of direction (asas 
kesatuan jurusan atau arah), Subordination of individual Interest into general 
Interest (asas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi), Renumeration (asas 
pembagian gaji yang wajar), Centralization (asas pemusatan wewenang), Scalar of 
chain (asas hierarki atau asas rantai berkala), Order (asas keteraturan), Equity (asas 
keadilan), Iniative (asa inisiatif), Espirt de corps (asas kesatuan), Stability of turn-
over Personnel (asas kestabilan masa jabatan). 
Dalam Sudjana (2010: 400) dikatakan bahwa terdapat lima prinsip 
manajemen untuk menghadapi polaritas, yaitu: Pertama, perubahan yang positif 
memerlukan stabilitas yang kuat. Perubahan yang tidak terkendali adalah biangnya 
kerusuhan dan huru hara. Perubahan demikian tidak akan membangun unjuk kerja 
yang baik. Pengelola membutuhkan pancang tolak stabilitas untuk dapat 
membimbing perubahan itu. Kedua, membangun suatu lembaga harus terfokus 
pada pengembangan individu. Dalam upaya membentuk organisasi yang 
berorientasi global, pengelola harus memahami bahwa pilar utamanya adalah 
kemampuan setiap individu yang tergabung dalam organisasi itu. Ketiga, berfokus 
langsung pada budaya tetapi melalui upaya yang tidak langsung terhadap budaya 
itu. Pengelola pada jaman modern makin memahami pentinnya budaya dalam 
mengembangkan sumber daya manusia. Untuk pembentukan kembali budaya, 
pengelola harus memperhatikan beberapa faktor yaituaktivitas, kepemimpinan, 
visi, tujuan dan strategi, nilai-nilai unjuk kerja, struktur organisasi, penampilan 
  
orang-orang, dan konteks persaingan. Keempat, pemberdayaan yang mangkus 
memerlukan kepemimpianan yang kuat. Tanpa kepemimpinan yang kuat, terarah 
dan berorientasi pad atujuan maka pemberdayaan tidak mungkin dapat terwujud 
dengan baik. Kelima, untuk membangun perlu merombak. Pengelola sering lebih 
bnayak menggunakan waktunya dalam membangun organisasi yang ia pimpin. 
Pengelola harus melihat sesuatu yang dapat dirombak dengan maksud untuk mulai 
membangun yang baru. 
Berkembangnya ilmu manajemen modern menyebabkan perlunya 
manajemen pendidikan menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. 
Beberapa prinsip dari manajemen modern yang berhubungan dengan manajemen 
sekolah antara lain (Permadi, 2001:54) : 
1. Management by Conflict VersusManagement by Participation 
Salah satu kegagalan pencapaian mutu pendidikan dewasa inilebih banyak 
terutama di tingkat sekolah. Konflik-konflik yang terjadi di sekolah antar lain 
menyangkut tidak adanya visi yang sama antara kepala sekolah dengan guru. 
Konflik terjadi juga antara guru dengan guru serta antara guru dengan siswa. 
Konflik horizontal ini tentunya sangat berpengaruh kepada rendahnya 
partisipasi masing-masing pihak. 
Konflik lainnya adalah konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara 
kepala sekolah dengan lembaga birokrasi di atas seperti dengan kantor 
pendidikan di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi.  
2. Gi-Go 
  
Pemilihan calon kepala sekolah atau para administrator serta para pemimpin 
pendidikan harus memperhatikan apa yang disebut GI (Garbage In) dan GO 
(Garbage Out) yang artinya masuk sampah akan keluar sampah juga. Maksud 
dari perumpamaan ini adalah jangan sampai calon kepala sekolah yang akan 
dipilih adalah orang-orang yang tidak berkualitas, karena bila calon yang 
terpilih adalah orang yang tidak berkualitas kemudian memimpin sekolah, maka 
hasilnya mustahil akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 
3. Multy Track Versus Track Record 
Pada zaman orde baru biasanya bila akan memilih dan mengangkat 
pemimpin salah satu rumusnya adalah pernah menduduki berbagai jabaran 
sebelumnya (Multy Track). Kelemahan dari cara ini adalah bahwa calon hanya 
dilihat dari pengalaman dalam jabatan sebelumnya tanpa dilihat bagaimana 
prestasi (Track Record) yang pernah dicapai dalam jabatan tersebut. 
4. Individual Leadership Versus Collective Leadership 
Kemampuan pribadi pemimpin belum bisa menjamin keberhasilan dan bila 
tidak dilihat dan dihubungkan dengan kemampuan melakukan hubungan baik 
dengan pemimpin lainnya serta bisa mengembangkan bawahannya. Sekarang 
kepala sekolah harus mampu mengembangkan kepemimpinan kolektif karena 
akan sangat banyak berhubungan dengan pemimpin-pemimpin lainnya baik ke 
atas (Vertical) maupun horizontal (sejajar), misalnya dengan ketua Dewan 
Sekolah. Dalam kepemimpinan modern seorang pemimpin seperti halnya 
kepala sekolah yang harus mengembangkan apa yang disebut dengan 
“Colaborative behaviors” yang artinya perilaku kolaborasi atau kerjasama 
  
dengan pihak lain berdasarkan prinsip “Win-win solution” atau solusi menang-
menang. 
5. Harga Kepemimpinan: Kredibilitas x Kapabilitas 
Menurut Dave Ulrich kepemimpinan yang berhasil di abad globalisasi ini 
adalah merupakan perkalian dari kredibilitas terhadap kapabilitas. Kredibilitas 
adalah ciri-ciri yang ada pada seorang pemimpin seperti komptensi-
kompetensi,sifat-sifat, nilai-nilai, dan kebiasaan-kebiasaan yang bisa dipercayai 
baik oleh bawahan maupun oleh lingkunagn, sedangkan kapabilitas adalah 
kemampuan pemimpin dalam menata visi,misi, dan strategi serta dalam 
mengembangkan sumber-sumber daya untuk kepentingan memajukan 
organisasi. Kredibilitas pribadi yang ditampilkan pemimpin yang menunjukkan 
kompetensi seperti mempunyai kekuatan keahlian (Expert Power) disamping 
adanya sifat-sifat, nilai-nilai, dan kebiasaan-kebiasaan yang positif (Moral 
Character) bila dikalikan dengan kemampuan pemimpin dalam menata 
visi,misi, dan strategi organisasi yang jelas akan merupakan suatu kekuatan 
dalam menjalankan roda organisasi dalam rangka mencapai tujuan.  
 
B. Peserta Didik 
1. Pengertian Peserta Didik 
Peserta didik, menurut ketentuan umum Undang-Undang RI No. 2 Tahun 
1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang 
berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang 
dan jenis pendidikan tertentu. 
  
Peserta didik menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang  
Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha 
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, 
jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 
Sedangkan menurut Oemar Malik dalam bukunya yang berjudul Kurikulum 
dan Pembelajaran, peserta didik merupakan suatu komponen masukan dalamsistem 
pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi 
manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 
Menurut Abu Ahmadi (2001: 39), peserta didik adalah sosok manusia 
sebagai individu/pribadi (manusia) seutuhnya. Individu diartikan “orang seorang 
tidak tergantung dari orang lain, dalam arti benar-benar seorang pribadi yang 
menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan 
keinginan sendiri. 
Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 
peserta didik adalah orang/individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan 
sesuai dengan bakat,minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang 
dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan 
oleh gurunya (Prihatin, 2011: 4). 
2. Hak dan Kewajiban Peserta Didik 
Ketika memasuki satuan pendidikan formal atau sekolah, peserta didik 
memiliki hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu diatur dalam UU No. 
20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Di dalam UU ini disebutkan bahwa setiap peserta 
didik pada satuan pendidikan berhak: 
  
a) Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya 
dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; 
b) Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat,minat, dan 
kemampuannya; 
c) Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak 
mampu membiayai pendidikannya; 
d) Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak 
mampu membiayai pendidikannya; 
e) Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain 
yang setara; 
f) Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar 
masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang 
ditetapkan. 
Khusus bagi mereka yang telah memasuki usia wajib belajar, dalam PP No. 
47 tahun 2008 tentang wajib belajar ditetapkan bahwa satuan pendidikan dasar 
penyelenggara program wajib belajar wajib menerima peserta didik sesuai daya 
tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.penerima peserta didik pada SD/MI 
atau yang sederajat tidak mempersyaratkan bahwa calon peserta didik yang 
bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini. Disebutkan juga 
dalam PP ini bahwa satuan pendidikan dasar penyelenggaraan program wajib 
belajar yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, 
penghentian pemberian bantuan hingga penutupan satuan pendidikan yang 
bersangkutan. 
  
Sejalan dengan itu, setiap peserta didik harus memenuhi kewajiban 
tertentu.UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas telah mengatur kewajiban peserta 
didik. Pertama, menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin 
keberlangsungan proses dan keberhasilann pendidikan. Kedua, ikut menanggung 
biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari 
kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Ketiga, warga Negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan 
yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat 
dari dimensi etik, peserta didikpun memiliki beberapa kewajiban. 
a) Mematuhi dan menjunjung tinggi semua aturan dan peraturan berkenaan 
dengan operasi yang aman dan tertib di sekolah. 
b) Menghormati dan mematuhi semua anjuran yang bersifat edukatif dari 
kepala sekolah, guru, staf sekolah, dan paa pihak yang terhubung dengan 
sekolah. 
c) Menghormati orangtua atau wali peserta didik dan manusia umumnya.  
d) Menghormati sesama peserta didik. 
e) Menggunakan bahasa yang baik dan benar. 
f) Ikut bekerja sama dalam menjaga gedung, fasilitas dan barnag-barnag 
milik sekolah. 
g) Menjaga kebersihan ruang kelas, sekolah, dan lingkungannya. 
h) Menunjukkan kejujuran,kesopanan, dan kebaikan dalam hubungan 
dengan sesama siswa, anggota staf, dan orang dewasa. 
  
i) Hadir dan pulang sekolah tepat waktu, kecualai dalam keadaan khusus, 
seperti sakit dan keadaan darurat lainnya. 
 
C. Manajemen Peserta Didik 
1. Pengertian Manajemen Peserta Didik 
Manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala 
aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta 
didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu 
lembaga (Soetopo dan Soemanto, 1982). 
Menurut Tim Dosen  Adminisrasi Pendidikan UPI (2006) manajemen 
peserta didik adalah usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta 
didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah.  
Manajemen kesiswaan (peserta didik) adalah penataan dan pengaturan 
terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan 
keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukan 
hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih 
luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan 
perkembangan peserta didik di sekolah (Mulyasa, 2012: 45). 
Manajemen kesiswaan merupakan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan 
dengan masalah kesiswaan di sekolah. Kegiatan manajemen kesiswaan meliputi: 
perencanaan, penjaringan murid baru, pembinaan siswa, dan kelulusan (Rohiat, 
2012: 25). 
2. Tujuan, Fungsi dan Prinsip Manajemen Peserta Didik 
  
Pada dasarnya manajemen peserta didik bertujuan untuk mengelola segala 
aktifitas atau kegiatan yang berkaitan dengan peserta didikndalam proses belajar 
mengajar. 
Selain itu, manajemen peserta didik berfungsi sebagai wadah dan wahan 
untuk mengembangkan potensi, minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik 
sehingga mereka mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan di 
masyarakat baik dalam aspek kepribadian, sosial maupun kapasitas intelektualnya 
(Jahari, 2013: 38). 
Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI (200: 206) mengembangkan 
beberapa prinsip yang harus dijadikan sebagai landasan dalam mengoperasionalkan 
manajemen peserta didik, diantara prinsip-prinsip manajemen peserta didik adalah 
sebagai berikut: 
a) Dalam mengembangkan program manajemen kepesertadidikan  , 
penyelenggara harus mengacu pada pengaturan yang berlaku pada saat 
program dilaksanakan. 
b) Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan 
proses manajemen sekolah.oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan 
yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah 
secara keseluruhan. 
c) Segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik harus mengemban misi 
pendidikan dalam rangka mendidik peserta didik. 
  
d) Kegiatan-kegiatan manajemen pesrta didik harus diupayakan sebagai 
sarana mempersatukan peserta didik yang memiliki keragaman latar 
belakang dan banyak perbedaan. 
e) Kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang sebagai upaya 
pengaturan terhadap pembimbing peserta didik. 
f) Kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu 
kemandirian peserta didik. 
g) Kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan 
peserta didik, baik di sekolah lebih-lebih di masa depan. 
Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam 
bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, 
tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Untuk mewujudkan 
tujuan tersebut, bidang manajemen kesiswaan setidaknya memiliki tiga tugas utama 
yang harus diperhatikan, yaitu penjaringan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, 
serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Berdasarkan tiga tugas utama tersebut, 
Sutisna (1985) menjabarkan keberkaitan dengan hal-hal berikut: 
a. Kehadiran murid di sekolah dan masalah-masalah yang berhubungan 
dengan itu; 
b. Penjaringan, orientasi, klasifikasi, dan penunjukan murid ke kelas dan 
program studi; 
c. Evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar; 
d. Program supervise bagi murid yang mempunyai kelainan, seperti 
pengajaran, pernaikan, dan pengajaran luar biasa; 
  
e. Pengendalian disiplin murid; 
f. Program bimbingan dan penyuluhan; 
g. Program kesehatan dan keamanan; 
h. Penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional. 
3. Ruang Lingkup Manajemen Peserta Didik 
Seperti telah dikemukakan bahwa manajemen peserta didik adalah suatu 
pengaturan terhadap peserta didik mulai dari masuk sampai dengan keluar/lulus 
sekolah, baik yang berkenaan langsung dengan peserta didik secara langsung 
maupun tidak langsung (misalnya pada tenaga kependidikan, sumber-sumber 
pendidikan, sarana dan prasarana, dsb). Ruang lingkupnya meliputi: 
a. Perencanaan Peserta Didik: Sensus sekolah, penentuan jumlah peserta 
didik yang diterima. 
b. Penjaringan Peserta Didik: Kebijakan dalam penjaringan peserta didik, 
sistem penjaringan peserta didik baru, orientasi. 
c. Pengelompokan Peserta Didik: Kelas, bidang studi, spesialisasi, sistem 
kredit, kemampuan, minat. 
d. Kehadiran Peserta Didik: Rekap Kehadiran, faktor-faktor penyebab 
ketidak hadiran,sumber-sumber penyebab ketidak hadiran. 
e. Pembinaan Peserta Didik: Pengertian disiplin, beberapa konsepsi tentang 
disiplin kelas, beberapa teknik pembinaan disiplin kelas. 
f. Kenaikan Kelas dan Penjurusan: Pendataan nilai siswa lengkap dan 
objektif, pendayagunaan fungsi dan peranan bimbingan dan penyuluhan 
(BP). 
  
g. Perpindahan Peserta Didik: perpindahan peserta didik dari suatu sekolah 
ke sekolah lain yang sejenis, perpindahan peserta didik dari suatu jenis 
program ke program lain. 
h. Kelulusan dan Alumni: Kelulusan, alumni. 
i. Kegiatan Ekstra Kelas: Kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan ko kurikuler. 
j. Tata Laksana Manajemen Peserta Didik: Pengertian tata laksana 
(instrument) manajemen peserta didik, manfaat tata laksana (instrument) 
manajemen peserta didik, macam/jenis tata laksana (instrument) 
manajemen peserta didik. 
k. Peran Kepala Sekolah dalam Manajemen Peserta Didik 
l. Mengatur Layanan Peserta Didik: Layanan bimbingan akademik dan 
administratif, layanan bimbingan dan konseling peserta didik, layanan 
kesehatan (fisik dan mental), layanan kafetaria, layanan koperasi, layanan 
perpustakaan, layanan labolatorium, layanan asrama, layanan transportasi. 
4. Penerimaan Peserta Didik Baru 
Penjaringan peserta didik baru sebenarnya adalah salah satu kegiatan 
manajemen peserta didik yang sangat penting. Dikatakan demikian, oleh karena 
kalau tidak ada peserta didik yang diterima di sekolah, berarti tidak ada yang harus 
ditangani atau diatur (Prihatin, 2011: 51). 
Langkah-langkah penjaringan siswa baru menurut Ismed Syarief pada 
besarnya adalah sebagai berikut (Afifudin dkk, 2004: 126): 
 
a. Membentuk panitia 
  
Panitia penjaringan siswa baru terdiri dari kepala sekolah dan beberapa 
guru yang ditunjuk mempersiapkan segala sesuatau yang diperlukan 
yakni: syarat-syarat pendaftaran, formulir pendaftaran, pengumuman, 
buku pendaftaran, waktu pendaftaran, dan jumlah calon yang diterima. 
b. Menentukan syarat pendaftaran calon siswa 
Syarat pendaftaran calon siswa baru biasanya sudah ditentukan dan 
diatur oleh Dinas Pendidikan Propinsi dengan berpedoman pada 
ketentuan-ketentuan yang berasal dari Departemen Pendidikan 
Nasional. Pada dasarnya tidak ada penolakan dalam penjaringan siswa 
di sekolah negeri maupun swasta, kecuali fasilitas sekolah yang 
bersangkutan tidak mampu menampung. Bila tidak semua anak dapat 
ditampung, sekolah dapat mengadakan seleksi. Setiap tahun diadakan 
pendaftaram sisaw baru. Persyaratan yang bersifat formal dalam 
pendaftaram siswa baru diantaranya: umur tertentu, latar belakang 
pendidikan, keadaan fisik/jasmani, status tertentu (sosial, kewargaan, 
perkawinan), persyaratan administratif (keuangan). Calon siswa yang 
memenuhi persyaratan formal dapat mengikuti seleksi tes masuk. 
c. Menyediakan formulir pendaftaran 
Formulir pendaftaran dimaksud untuk mengetahui identitas calon siswa 
dan untuk kepentingan pengisian buku induk sekolah. 
d. Pengumuman pendaftaran calon  
e. Menyediakan buku pendaftaran 
f. Menentukan waktu pendaftaran 
  
g. Melaksanakan seleksi 
Seleksi merupakan pemilihan calon siswa intuk menentukan diterima 
atau tidaknya calon berdasarkan ketentuan yang berlaku. Seleksi dapat 
dilakukan melalui pengamatan terhadap persyaratan pendaftaran, nilai 
STTB, dan NEM atau Danum, hasil tes dalam bidang studi tertentu yang 
relevan dan atau hasil tes dalam bentuk lain. 
h. Penentuan calon yang diterima 
Penentuan calon yang diterima pada sekolah dasar selain memenuhi 
persyaratan,lebih banyak terikat lagi kepada daya tampung kelas. 
Penentuan (perhitungan) daya tampung ini dapat menggunakan rumus 
sebagai berikut: 
DT = B x M – TK 
Keterangan: 
DT = Daya tampung 
B = Banyak bangku 
M = Muatan bangku (kapasitas) 
TK = Jumlah siswa yang tinggal kelas pada kelas I 
Yang sudah lulus seleksi belum tentu menjadi siswa jika belum memenuhi 
persyaratan selanjutnya yang meliputi: melaporkan/mendaftarkan diri sampai batas 
waktu yang ditentukan dengan memenuhi beberpaa  syarat lagi (administratif/ 
keuangan). Setelah kegiatan tersebut dilakukan berulah menjadi siswa dengan 
mendapat nomor penjaringan (nomor induk dan surat keterangan lainnya). 
  
Agar seorang peserta didik diterima sebagai peserta didik suatu lembaga 
pendidikan seperti sekolah, haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan 
sebagaimana yang telah ditentukan. Sungguhpun setiap orang memiliki hak yang 
sama untuk mendapatkan layanan pendidikan, tidak secara otomatis mereka dapat 
diterima di suatu lembaga pendidikan seperti sekolah. Sebab, untuk dapat diterima 
menjadi peserta didik di sekolah,haruslah terlebih dahulu memenuhi kewajiban-
kewajiban yang telah ditentukan. 
Ada dua macam penjaringan peserta didik baru. Pertama, dengan 
menggunakan sisitem promosi, sedangkan yang kedua dengan menggunakan 
sistem seleksi. Yang dimaksud dengan promosi adalah penjaringan peserta didik 
yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Cara promosi demikian, secara 
umum berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau 
daya tampung yang ditentukan. Kedua, adalah dengan cara seleksi. Cara seleksi ini 
dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu seleksi berdasarkan daftar nilai Ujian 
Akhir Nasional (UAN), seleksi berdasarkan penelusuran minat dan bakat (PMDK), 
dan seleksi berdasarkan hasil tes masuk (Prihatin, 2011: 53). 
Ada tiga macam kriteria penjaringan peserta didik. Pertama, adalah kriteria 
acuanpatokan (standard criterien referenced), yaitu status penjaringan pesrta didik 
yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam 
hal ini, sekolah terlebih dahulu membuat patokan bagi calon peserta didik dengan 
kemampuan minimal setingkat mana yang dapat diterima di sekolah tersebut. 
Kedua, kriteria acuan norma (norma criterian referenced), yaitu status penjaringan 
calon pesert didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang 
  
mengikuti seleksi. Dalam hal ini sekolah menetapkan kriteria penjaringan 
berdasarkan prestasi keseluruhan peserta didik. Keseluruhan prestasi peserta didik 
dijumlah, kemudian dicari rata-ratanya. Calon peserta didik yang nilainya berada di 
atas rata-rata digolongkan sebagai calon yang dapat diterima sebagai calon peserta 
didik. Sementara yang berada di bawah rata-rata termasuk peserta didik yang tidak 
diterima. Ketiga, kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah, sekolah 
terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampungnya, atau berapa calon 
peserta didik baru yang akan diterima. Setelah sekolah menentukan, kemudian 
merangking prestasi siswa mulai dari yang berprestasi paling tinggi sampai dengan 
prestasi paling rendah. 
Adapun prosedur penjaringan peserta didik baru adalah pembentukan 
panitia penjaringan peserta didik baru, pembuatan, pemasangan atau pengiriman 
pengumuman, pendaftaran peserta didik baru, seleksi, penentuan peserta didik yang 
diterima, pengumuman peserta didik yang diterima dan registrasi peserta didik yang 
diterima. Secara jelas, langkah-langkah tersebut sebagaimana pada diagram di 
bawah ini: 
 
 
 
 
 
 
 
Bagan 1. 3 
Langkah-langkah Penerimaan Calon Peserta Didik Baru 
 
Pembuatan Pengumuman Peserta Didik 
Pemasangan/Pengiriman Pengumuman Peserta Didik 
baru 
Pembentukan Panitia 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Pengelompokan Peserta Didik  
Untuk mencapai proses belajar yang kondusif dan efektif, maka sekolah 
perlu melakukan pembagian dan penempatan sesuai dengan kapasitas dan daya 
tampung kelas, langkah pengelompokan ini harus didasarkan pada fungsi integrasi 
yang didasari kesamaan-kesamaan yang dimiliki oleh peserta didik. Artinya, 
pemetaan terhadap potensi dan karakteristik peserta didik sejak awal (proses 
penjaringan siswa baru) harus diidentifikasi secara objektif. Ini bertujuan untuk 
memberikan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oleh sebab 
itu, pengelompokan ini juga didasarkan pada fungsi perbedaan dimana peserta didik 
dikelompokkan berdasarkan perbedaan minat, bakat dan potensi yang dimiliki oleh 
peserta didik (Jahari, 2013: 50). 
Ada beberapa jenis pengelompokan siswa, diantaranya yang di lakasanakan 
adalah: 
  
a. Pengelompokan dalam kelas-kelas 
Agar proses belajar mengakar bisa berjalan dengan baik, siswa yang 
berjumlah besar perlu di bagi-bagi menjadi kelompok-kelompok yang di 
sebut kelas. 
b. Pengelompokan berdasarkan bidang studi 
Pengelompokan berdasarkan bidang studi yang lajim disebut juga dengan 
istilah penjurusan yaitu pengelompokan siswa yang di sesuikan dengan 
minat dan bakatnya. 
c. Pengelompokan berdasarkan spesialisasi 
Pengelompokan berdasarkan spesialisasi (penghususan) biasanya terdapat 
pada sekolah-sekolah menengah kejuruan. Misalnya di STM/SMK, siswa di 
kelompokan kedalam jurusan mesin, jurusan bangunan, jurusan maritime, 
dan sebagainya. 
d. Pengelompokan dalam sistem kredit 
Pengelompokan dalam sistem kredit lazimnya berlaku di perguruan tinggi, 
mahasiswa dikelompokan berdasarkan mata kulia.  
e. Pengelompokan berdasarkan kemampuan 
f. Pengelompokan berdasarkan minat 
Pengelompokan berdasarkan minat banyak di laksanakan dalam kegiatan 
esktrakulikuler 
 
6. Pembinaan Peserta Didik 
  
Pembinaan siswa adalah pemberian pelayanan kepada siswa di sekolah baik 
pada jam pelajaran ataupun di luar jam pelajaran sekolah. Pembelajaran yang 
dilakukan kepada siswa adalah agar menyadari posisi dirinya sebagai pelajar dan 
dapat menyadari tugasnya secara baik. Beberapa hal yang dilakukan dalam 
pembinaan siswa diantaranya, memberikan orientasi kepada siswa baru, mencatat 
kehadiran siswa, mencatat prestasi dan kegiatan siswa, membina disiplin siswa, dan 
membina siswa yang telah tamat belajar (Rohiat, 2012: 25-26). 
Pembinaan merupakan kegiatan inti dalam manajemen peserta didik, 
kegiatan pembinaan ini berorientasi pada pengembangan minat, bakat dan potensi 
sehingga proses pembelajaran dijadikan wahana pengembangan potensi siswa. 
Kegiatan pembinaan ini didesain dalam kurikulum yang disusun pada satuan 
lembaga pendidikan. Dalam pembinaan seorang guru harus membangun interaksi 
edukatif dengan para siswa sehingga proses pembelajaran menjadi efektif dan 
efisien (Jahari, 2013: 51). 
7. Perpindahan Peserta Didik 
Perpindahan peserta didik adalah proses perpindahan tempat pendidikan 
dari suatu institusi sekolah yang satu ke institusi pendidikan sejenis yang lainnya di 
wilayah RI (Prihatin, 2011: 142). 
Ada beberapa macam perpindahan peserta didik. Pertama, adalah 
perpindahan peserta didik atau mutasi intern, maksudnya ialah mutasi yang 
dilakukan oleh peserta didik di dalam sekolahan itu sssendiri. Umumnya peserta 
didik demikian hanyalah pindaha kelas saja. Kedua, adalah perpindahan peserta 
didik atau mutasi ekstern, maksudnya ialah perpindahan peserta didik dari satu 
  
sekolah ke sekolah lain dalam satu jenis, dan dalam satu tingkatan. Meskipun ada 
juga peserta didik yang pindah sekolah lain dengan jenis sekolah yang berlainan. 
Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kota, antar 
kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar 
persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang disetujui serta dilaporkan 
kepada kepala Dinas Pendidikan/ Kepala Departemen Agama sesuai dengan 
kewenangannya perpindahan peserta didik hanya dalam hal sebagai berikut: 
a. Siswa merupakan anak dari PNS/ TNI/ POLRI yang dimutasikan dan 
menunjukkan surat keterangan pindah tugas dari orangtua siswa 
tersebut. 
b. Siswa yang bukan anak dari PNS/ TNI/ POLRI harus melengkapi 
photocopy KTP orangtua atau surat keterangan pindah dari lurah 
setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili 
di wilayah baru. 
c. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri harus dilampiri 
hasil penilaian keksetaraan yang ditetapkan oleh Dirjen Manajemen 
Pendidikan Dasar dan Menengah. 
d. Perpindahan peserta didik di luar lingkungan Dinas Pendidikan yang 
tidak dibina oleh pemerintah Indonesia ke sekolah dalam lingkungan 
pembinaan Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dapat 
dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, 
setelah mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Manajemen Pendidikan 
Dasar dan Menengah. 
  
e. Perpindahan peserta didik dengan mempertimbangkan fleksibilitas 
pilihan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan. 
Mata pelajaran yang baru dengan mempertimbangkan kompetensi 
peserta didik. 
f. Perpindahan kelas I dengan alasan mengikuti perpindahan tugas 
orangtua pelaksananya setelah semester I. 
Adapun syarat perpindahan peserta didik yaitu: 
a. Siswa tidak mempunyai masalah dengan pihak sekolah. 
b. Mempunyai nilai yang memuaskan atau dinyatakan naik kelas. 
c. Apabila nilainya jelek, maka siswa tersebut  tetap bersekolah di tempat 
yang lama. 
d. Perpindahan siswa harus mendapat persetujuan tertulis dari institusi 
pengirim. 
Mekanisme dari perpindahan peserta didik adalah sebagai berikut: 
a. Perpindahan siswa diperkenankan tanpa melihat strata akreditasi status 
sekolah tersebut. 
b. Kelengkapan dan prosedur perpindahan diatur dalam peraturan sendiri. 
8. Kelulusan dan Alumni  
Mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Bab X, Pasal 27 
ayat 1 peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan dasar dan menengah 
apabila telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran apabila: 
a. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata 
pelajaran, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok 
  
mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata 
pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan 
kesehatan. 
b. Lulus ujian sekolah/ madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
c. Lulus ujian nasional. 
Adapun dalam Undang-Undang Sisdiknas Bab V tentang Standar 
Kompetensi Lulusan pasal 25 disebutkan : 
a. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam 
penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. 
b. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata 
pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. 
c. Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada 
kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang 
pendidikan. 
d. Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 
mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. 
Dari pasal tersebut diketahui bahwa kompetensi kelulusan harus mencakup 
sikap (afektif), pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotorik). Standar 
kompetensi ini harus menjadi acuanpada pemerintah dalam menetapkan standar 
kelulusan. Namun terjadi kontradiktif antara ketetapan dengan pelaksanaan di 
lapangan.  
  
Ada berbagai cara yang dapat diberikan oleh para alumni, misalnya 
sumbangan pemikiran untuk mencari konsep dan cara kerja meningkatkan mutu 
layanan pendidikan, memberikan beasiswa kepada siswa berpretasi tetapi tidak 
mampu secara ekonomi, dan lain sebagainya. 
Alumni sebagai salah satu petaruh atau steakholders sekolah tentu saja 
diaharapkan memiliki peran dan memberikan kontribusi yang tidak kecil terhadap 
sekolah. Memang sekolah pada umumnya sekarang ini membutuhkan finansial, 
tetapi sebenarnya bukan itu saja yang diharapkan tetapi juga menyangkut bantuan 
pengelolaan manajemen, peningkatan sumber daya termasuk para personilnya, 
sistem kepemimpinan dan organisasi, komunikasi dan kerjasama, dsb.  
9. Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler 
Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler antara satu sekolah dengan sekolah 
yang lain bisa saling berbeda. Variasinya sangat ditentukan oleh kemampuan guru, 
siswa dan kemampuan sekolah (Sutisna, 1983: 57). 
Dalam panduan pengembangan diri yang diterbitkan oleh Departemen 
Pendidikan Nasional, Ekstrakurikuler adalah kegiatan Pendidikan diluar mata 
pelajaran untuk membantu pengembangan peserta didiksesuai dengan kebutuhan, 
potensi, bakat, dan minat melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh 
pendidik atau tenaga kependidikan yang memili kemampuan dan wewenang 
disekolah (Badrudin, 2013: 152). 
Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran  
dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan diri peserta didik sesuai 
engan kebutuhan, potensi, bakat dan minat mereka melalui kegiatan yang secara 
  
khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang 
berkemampuan dan berkewenangan di sekolah/madrasah (Panduan Pengembangan 
Diri yang diterbitkan oleh Dit. PSMA, BAB II, Butir A1).  
Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah 
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 226/C/KEP/O/1992 tentang 
Pedoman Pembinaan Kesiswaan, Pasal 14 dejilaskan bahwa kegiatan 
ekstrakurikuler adalah sebagai berikut : 
a. Pembinaan Ketaqwaan terhadapTuhan Ynag Maha Esa 
1) Melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing-
masing;  
2) Memperingati hari-hari besar agama; 
3) Melaksanakan perbuatan amaliah sesuai norma agama; 
4) Membina toleransi kehidupan antar umat beragama; 
5) Mengadakan kegiatan lomba yang bersifat keagamaan; 
6) Menyelenggarakan kegiatan seni yang bernafaskan keagamaan; 
b. Pembinan Kehidupan Bernegara dan Berbangsa 
1) Melaksanaan upacara bendera pada hari senin dan hari sabtu serta 
hari-hari besar nasional; 
2) Melaksanakan bakti social/masyarakat; 
3) Mengadakan lomba karya tulis; 
4) Melaksanakan pertukaran siswa antar provinsi; 
5) Menghayati dan mampu menyanyikan lagu-lagu nasional (mars dan 
hymne). 
  
c. Pembinaan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara 
1) Melaksanakan tata tertib sekolah; 
2) Melaksanakan baris berbaris; 
3) Mempelajari dan menghayati sejarah perjuangan bangsa; 
4) Melaksanakan wisata siswa, pecinta alam dan kelestarian 
alamlingkungan; 
5) Mempelajari dan menghayati semangat perjuangan para pahlawan 
bangsa (napak tilas) 
d. Pembinaan Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur 
1) Melaksanakan pedoman penghayatan dan pengalaman pancasila 
2) Melaksanakan tata karma pergaulan 
3) Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran rela berkorban dengan 
jalan melaksanakan perbuatan amal untuk meringankan beban dan 
penderitaan orang lain 
4) Meningkatkan sikap hormat siswa terhadap orangtua, guru dan 
sesame siswa di lingkungan masyarakat 
e. Pembinaan Berorganisasi Pendidikan Politik dan Kepemimpinan 
1) Memantapkan dan mengembangkan peran siswa di dalam OSIS 
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; 
2) Membentuk kelompok belajar berdasarkan keamanan, kebersihan , 
ketertiban, keindahan dan kekeluargaan; 
3) Melaksanakan latihan kepemimpinan siswa; 
4) Mengadakan forum diskusi ilmiah; 
  
5) Mengadakan media komunikasi OSIS (bulletin,majalah dinding dan 
sebagainya); 
6) Mengorganisir suatu pementasan atau bazar; 
f. Pembinaan Keterampilan dan Kewiraswastaan 
1) Meningkatkan keterampilan dalam menciptakan suatu barang lebih 
berguna; 
2) Meningkatkan keterampilan di bidang teknik, elektronik, pertanian 
dan peternakan; 
3) Meningkatkan usaha-usaha keterampilan tangan; 
4) Meningkatkan usaha koperasi sekolah dan unit produksi; 
5) Meningkatkan penyelenggaaan perpustakaan sekolah; 
6) Melaksanakan praktek kerja nyata (PKN) Pengalaman Kerja 
Lapangan (PKL) 
  
 
